BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, maka dipandang perlu untuk mengajukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

anggaran berakhir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
. pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Mengingat

|
|
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun

Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; '

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomog/
4400); '




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penierapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Nomor 1425
Tahun 2013);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11); f



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :

| Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN

ANGGARAN 2017.
Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

berupa laporan keuangan yang memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca,

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Operasional,

e. Laporan Perubahan Ekuitas;

f. Laporan Perubahan Saldc Anggaran Lebih; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah,
serta Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.304.893.387.615,43
b. Belanja Rp. 1.298.748.117.451,00
Surplus/defisit Rp. 6.145.270.164,43
- c. Pembiayaan :
1. Penerimaan Rp. 8.330.138.027,35
2. Pengeluaran Rp. 3.876.086.498,00
Pembiayaan Netto Rp. 4.454.051.529,35
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (390.636.586.384,57) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah Rp. 1.695.529.974.000,00
perubahan

2. Realisasi Rp. 1.304.893.387.615,43
Selisih lebih/(kurang) Rp. (390.636.586.384,57)

b. Selisih anggaran dengan realisasi  belanja  sejumlah
Rp. (399.073.232.549,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran  belanja setelah Rp. 1.697.821.350.000,00

perubahan

2. Realisasi Rp. 1.298.748.117.451,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. (399.073.232.549,ooy




c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp. (43.126.982.788,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran  transfer  setelah Rp. 126.635.259.000,00

perubahan
2. Realisasi Rp. 83.508.276.212,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. (43.126.982.788,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 8.436.646.164,43 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/(defisit) setelah Rp. (2.291.376.000,00)
perubahan

2. Realisasi Rp. 6.145.270.164,43
Selisih lebih/(kurang) Rp. 8.436.646.164,43

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 284.761.159,35 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan Rp. 8.045.376.8638,00
pembiayaan setelah perubahan

2. Realisasi Rp. 8.330.138.027,35
Selisih lebih/(kurang) Rp. 284.761.159,35

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. (1.877.914.370,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran Rp. 5.754.000.868,00
pembiayaan setelah perubahan

2. Realisasi Rp. 3.876.086.498,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.877.914.370,00)

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 2.162.675.529,35 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto Rp. 2.291.376.000,00
setelah perubahan
2. Realisasi Rp. 4.454.051.529,35
Selisih lebih / (kurang) Rp. 2.162.675.529,35
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 2.517.345.844.477,98

b. Jumlah Kewajiban Rp 371.844.742.649,83

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.145.501.101.828.15
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2017, sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2017 Rp. 8.349.260.218,35
b. Arus kas dari aktiva operasi Rp. 440.235.252.805,43
c. Arus kas dari aktivitas investasi non Rp. (435.691.982.641,00)
keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (2.274.086.498,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 134.132.357,00
f Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 10.752.576.241,78
Tahun 2017
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d

per 31 Desember Tahun 2017, sebagai berikut :
. Jumlah Pendapatan - LO Rp. 1.307.487.231.311,43

_Jumlah Beban Operasional - LO Rp. (1.288.323.063.870,69)
. Surplus/Defisit Operasional - LO Rp. 19.164.167.440,74

. Surplus/Defisit Non Operasional - LO Rp. 0,00
. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa - LO Rp. (1.761.130.800.00)

™o QO oW

Surplus/Defisit - LO Rp. 17.403.036.640,7




Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf e per 31 Desember Tahun 2017, sebagai berikut :

a. Ekuitas 1 Januari 2017 ' Rp. 2.152.957.280.438,93
b. Surplus/Defisit - LO Rp. 17.403.036.640,74
c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp. (24.859.215.251,52)

Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas akhir per 31 Desember Tahun Rp. 2.145.501.101.828,15
2017

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2017, sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran 1 Januari 2017 Rp. 8.045.376.868,35
b.Penggunaan SAL Tahun 2017 Rp. 8.330.138.027,35
Sub Total Rp. (284.761.159,00)

c.Sisa  Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2017  Rp. 10.599.321.693,78
d.Saldo Anggaran Lebih akhir per 31 Rp. 10.599.321.693,78

Desember Tahun 2017

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantumn dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang

terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran,;
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan  pemerintahan  daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan Negara;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : Laporan operasional;

d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
* tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

l pengurangan aset tetap daerah,

o




. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVl : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya; dan

t. LampiranXX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.

ooy

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 1C September 2018

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 10 September 2018

" SUDIRMAN BUNGI
LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018
NOMOR 01 -

NOMOR REGISTER B.HK.HAM.2.104.18 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN



	24111900.PDF (p.2-15)

